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Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Rumusan tersebut kemudian ditegaskan lagi antaralain dalam
Undang-Undang No. 14 tahun 1969 Tentang K etentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindugan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
No . Per-02/Men/1993 tentang K esepakatan Kerja Waktu Tertentu. Munculnya Peraturan Menteri Tenaga
Kerjatentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dilatarbelakangi semakin banyaknya majikan yang
memaksa pekerjanya untuk membuat perjanjian dalam jangka waktu tertentu (lazimnya disebut sistem
kontrak), sebagai akibat pengusaha tidak mau disulitkan oleh ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja
Akibatnya, terkadang meskipun jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan secara objektif tidak mengharuskan
dibuat kesepakatan kerja waktu tertentu, untuk menghindari berbagai resiko, pengusaha membuat
kesepakatan kerja waktu tertentu dengan pekerjanya. Selanjutnya, sebagai penyelenggara negara,
pemerintah paling sedikitnya punya dua peran dalam urusan perburuhan. Pertama, sebagai penyedia
lapangan kerja. Ini dilakukan dengan macam-macam cara, dari menciptakan iklim investasi yang kondusif
sehingga melancarkan perputaran roda perekonomian, menampung angkatan kerja sebagai pekerjadi suatu
perusahaan sampal proyek padat karya. Kedua, menjadi penengah atau wasit bilamana terjadi perselisihan
antara pekerja dan pengusaha. Fungsi wasit ini hanya diperlukan jika mekanisme penyelesaian perselisihan
langsung secara bilateral antara kedua pihak yang bertikai ternyata gagal.
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